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Abstrak
 

Suatu tulisan tentang apa itu Public Performance di dunia musik yang selama ini seringkali disalahartikan

sebagai performing, padahal konvensi internasional tidak menyebutnya demikian, termasuk pula kita

seringkali tidak dapat membedakan antara public performance dan yang non-public performance. Buku ini

mencoba untuk menyederhanakan penjelasan tentang apa itu public performance, khususnya di dalam

hukum Indonesia, tetap sesuai dengan hukum internasional tanpa menguraikan konvensi-konvensi

internasional yang seringkali akan menjadi terlalu panjang dibahas di dalam suatu Buku tentang Hak Cipta.

Basis uraian public performance di dalam buku ini adalah kebijakan hukum pemerintah di dalam aspek-

aspek hukum administrasi negara, aspek hukum perdata, dan juga aspek hukum pidana, karena hukum

mestinya dapat diharapkan menjadi acuan yang pasti di dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum.

Termasuk pula pandangan hukum serta pengalaman Penulis sebagai Advokat, Konsultan Kekayaan

Intelektual ter-register di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, General Manager Asosiasi

Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)-Produser Rekaman di Indonesia, General Manager Yayasan Karya

Cipta Indonesia (suatu Collective Management Organization/Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili

Hak Pencipta), Ketua Harian sebuah asosiasi karaoke keluarga (APERKI) bahkan sebagai salah satu dari

sepuluh Komisioner di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional periode tahun 2019-2024.

Lisensi public performance memang unik, di mana lisensi tidak diterima secara langsung dari si Pemilik

Hak akan tetapi melalui suatu lembaga tertentu yang di luar negeri disebut sebagai Collecting Society atau

Collective Management Organization (CMO) dan yang di Indonesia disebut sebagai Lembaga Manajemen

Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Karakteristik lisensi public

performance selain diberikan oleh suatu Lembaga, juga tarif nya dihitung berdasarkan jenis usaha masing-

masing, dan tidak menghitung jumlah lagu/musik yang diputar.

Saat ini dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari urusan musik. Musik merupakan added-value bagi dunia

usaha. Bahkan usaha tertentu seperti karaoke misalnya, tidak akan dapat diselenggarakan tanpa adanya

lisensi lagu/musik. Pengusaha atau setiap orang yang bekerja di jenis usaha yang ada kaitannya dengan

musik wajib mengetahui aspek hukum lisensi public performance ini. Pengetahuan ini diperlukan agar tidak

perlu terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain sehingga

menimbulkan upaya hukum bagi pihak-pihak tertentu yang akhirnya akan dapat merugikan dunia usaha.

Selain itu semua orang yang mau belajar, mahasiswa hukum, para pengajar, para lawyer, Konsultan

Kekayaan Intelektual akan sangat membutuhkan pemahaman aspek hukum public performance di dalam

buku ini. Uraian di dalam buku ini akan sangat membantu memahami karena penjelasan berkaitan dengan

pekerjaan praktikal berbagai pihak, bukan hanya aspek hukum di dalam Hak Cipta Musik saja, akan tetapi

juga dapat diterapkan pada jenis hak cipta yang lain selain lagu/musik

Anak-anak muda sejak awal perlu membaca buku ini. Apalagi saat ini banyak anak muda telah menjadi

‘creator-creator’ di mana mereka mengekspresikan originalitas mereka di berbagai kesempatan dan mereka

juga memiliki hak-hak atas public performance.
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